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	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	

Isu-isu strategis SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD di masa datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya; dan apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan dalam jangka panjang. Suatu isu strategis bagi SKPD diperoleh dari :
· Analisis internal, berupa identifikasi permasalahan pembangunan,maupun;
· Analisis eksternal, berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi SKPD di masa lima tahun mendatang.

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan selama 3 (tiga) tahun terakhir ini, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menyelenggarakan Pelayanan Administrasi Kependudukan, antara lain sebagai berikut :

1. Masih rendahnya Cakupan Kepemilikan KTP-el.
Program Nasional tentang Penerapan KTP-el dimulai Pemerintah Pusat pada Tahun 2012. Pelaksanaan kegiatan ini sifatnya massal dan langsung dikendalikan dari Kemendagri atau DitjenDukcapil Kemendagri, sedangkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sebagai pelaksana Tugas Pembantuan yaitu memfasilitasi kegiatan perekaman (mulai pemanggilan penduduk sampai dengan penyiapan sarana penunjang) dan pendistribusian KTP-el yang tercetak. 
Pada akhir Tahun 2014 tugas pencetakan KTP-el dilimpahkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, sedangkan Ditjen Dukcapil Kemendagri tetap berwenang dalam pengadaan blanko KTP-el, mengendalikan dan memantau kemajuan pelaksanaan serta memvalidasi data penduduk yang telah melakukan perekaman dan pendistribusian KTP-el. 
Program ini semula ditargetkan tuntas pada akhir Tahun  2014, seiring dengan batas penghentian masa berlakunya KTP manual atau non elektronik yaitu pada tanggal 31 Desember 2014. Namun realisasinya sampai dengan bulan Desember 2015, menurut data pada Database SIAK Kabupaten Gresik capaian  Kepemilikan KTP-el dapat dirinci sebagai berikut :
· Jumlah penduduk Kabupaten Gresik . . .	: 1.303.773 org
· Jumlah penduduk yang wajib KTP . . . . .	:    975.981 org
· Jumlah penduduk yang memiliki KTP-el . . .	:    647.902 org (66.38%)
· Jumlah penduduk yg belum memiliki KTP-el..	:    328.079 org (33.62%)

Sedangkan :
· Jumlah penduduk wajib KTP-el yang
sudah melakukan perekaman . . . . . . . . . . . . . .	:  826.481 org (84.68%)
· Jumlah penduduk wajib KTP-el yang belum
melakukan perekaman . . . . . . . . . . . . . . . . .	:  149.500 org (15.32%)
KTP merupakan bukti identitas seseorang sebagai penduduk atau warga, maka KTP-el merupakan suatu keniscayaan yang harus dimiliki setiap orang. Jadi cakupan Kepemilikan KTP-el idealnya adalah 100%. Dalam hal, apabila masih banyak atau ada penduduk yang belum memiliki KTP-el, ini adalah merupakan permasalahan yang harus segera diselesaikan.
Cakupan kepemilikan KTP-el Kabupaten Gresik sampai bulan Desember 2015 adalah sebesar 66.38%. Hal ini disebabkan antara lain :
· Persediaan blanko KTP-el dan tinta dari Kemendagri yang tidak mencukupi;
· Peralatan cetak KTP-el yang kurang memadai;
· SDM yang kurang, baik kuantitas maupun kualitas;
· Kurangnya kesadaran penduduk serta banyak penduduk yang kerja diluar negeri (TKI).

2. Masih rendahnya Cakupan Penerbitan Akte Kematian dan Akte Kelahiran.
Rendahnya minat penduduk untuk mengurus Akte Kematian, dikarenakan masih kurangnya kesadaran mereka akan pentingnya dari dokumen ini dan juga dikarenakan beberapa institusi menerima dokumen pengganti Akte Kematian yang diterbitkan dari Kelurahan/Desa sebagai persyaratan. Padahal dengan tidak diurusnya Akte Kematian seorang Penduduk yang meninggal atau tidak dilaporkan, maka akan berakibat data penduduk tersebut selalu hidup di database kependudukan dan selanjutnya database kependudukan menjadi tidak akurat.
Masih tingginya jumlah penduduk yang belum memiliki Akte Kelahiran, dikarenakan oleh berbagai faktor. Fakta empiris menunjukkan masih banyak penduduk semua umur, yang belum mempunyai Akte Kelahiran. Sedangkan untuk penduduk atau anak umur antara 0-18 tahun, cakupan kepemilikan Akte Kelahirannya, posisi s/d Desember 2015, sebagai berikut :
· Jumlah anak usia 0 – 18 tahun . . . . . . . . . .	: +  352.304 org
· Jumlah kepemilikan Akte Kelahiran . . . . . . 	:  + 204.759 org (58,12%)

3. Masih tingginya jumlah Kartu Keluarga (KK) yang data perseorangannya atau pribadinya yang kurang valid.
Data kependudukan perseorangan/pribadi diperlukan untuk pemetaan golongan penduduk suatu wilayah/daerah. Data-data ini akan sangat bermanfaat sebagai bahan acuan pengambilan kebijakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan. 
Data kependudukan perseorangan Penduduk di Kabupaten Gresik disinyalir masih banyak yang kurang akurat dan valid,  sampai  dengan  bulan Desember  2015  teridentifikasi   KK Count : 0  sebanyak  256.047 lembar.   KK Count:0 adalah KK dengan blanko/terbitan lama, KK dengan data belum update, meragukan, dan lain-lain. Hal ini terjadi disebabkan karena kurangnya kesadaran penduduk atau masyarakat untuk memperbaharui elemen data KK-nya dengan data terbaru.

4. Masih tingginya jumlah penduduk pendatang dari luar daerah maupun asing yang belum mempunyai dokumen kependudukan Kabupaten Gresik.
Guna penyusunan perencanaan pembangunan, penciptaan kondisi keamanan suatu wilayah dan untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan lainnya, diperlukan data kependudukan suatu wilayah sebagai rujukan. Termasuk data penduduk pendatang dari luar daerah atau asing yang berdomisili di Kabupaten Gresik. Dari hasil operasi yustisi menunjukkan bahwa masih sangat banyak Penduduk yang ber-KTP tidak sesuai dengan domisilinya  dan dari data Disnaker menunjukkan masih banyak Tenaga Kerja Asing yang belum melengkapi Dokumen Kependudukannya (KTP OA & SKTT).
5. Kualitas data kependudukan yang dihasilkan Database SIAK masih kurang valid.
Data kependudukan yang akurat dan valid, sangat dibutuhkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan maupun dalam penyelenggaraan urusan negara lainnya. Masih belum validnya Data Agregat Kependudukan Kabupaten Gresik sampai saat ini dikarenakan antara lain : 
· Masih tingginya jumlah data penduduk ganda dan anomali;
· Tingginya mobilitas penduduk yang pindah datang di Kabupaten Gresik; 
· Belum terbangun koneksitas data antara Dispendukcapil dengan Pengadilan Agama dan KUA, sehingga data perkawinan di KUA dan perceraian di Pengadilan Agama belum terintegrasi ke database SIAK;
· Juga secara faktual masih cukup banyak ditemukan Penduduk Rentan (sebagaimana hasil pendataan), yang notabene belum punya NIK dan atau dokumen kependudukan lain, sehingga keberadaannya belum terakumulasi ke Database SIAK.

Berikut data jumlah penduduk Kabupaten Gresik Semester I Tahun 2015, hasil validasi data dari Kemendagri, sebagai berikut :
· Jumlah penduduk ganda & anomali. . . . . .	:       92.596 org, dg rincian :
· Jumlah data penduduk ganda . . . . . . . . . . .	:       23.301 org
· Jumlah data penduduk anomali . . . . . . . . . .	:       69.295 org

6. Masih kurangnya aksesibilitas sebagian penduduk terhadap pelayanan Administrasi Kependudukan, terutama pada kelompok penduduk Gresik selatan, utara dan Pulau Bawean.
Sebagaimana kita ketahui, wilayah Kabupaten Gresik membentang dari Selatan ke Utara, ditambah wilayah Pulau Bawean. Sedangkan Pelayanan terpusat hanya dikota, yang posisinya jauh dari wilayah Gresik bagian selatan maupun utara, begitu juga dari Pulau Bawean. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap menurunnya keinginan penduduk untuk mengurus kelengkapan dokumen kependudukan yang belum dimiliki.

[bookmark: _Ref257112445][bookmark: _Ref264990676]Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik


	ASPEK KAJIAN
	CAPAIAN/KONDISI SAAT INI
	STANDAR YANG DIGUNA-KAN

	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
	PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD

	
	
	
	INTERNAL
(KEWENANGAN SKPD)
	EKSTERNAL
(DILUAR KEWENANGAN SKPD)
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	Hasil analisis gambaran pelayanan Disnpendukcapil Kab.Gresik
	Kepemilikan dokumen kependudukan belum maksimal, khususnya untuk KTP-el, akta kelahiran dan akta kematian.
	SPM Bidang Kependudukan dan pencatatan sipil
	Peralatan cetak dan blanko KTP-el kurang memadai
	Kurang maksimalnya penggunaan dokumen kependudukan oleh lembaga lain
	
	Belum maksimalnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil

	
	
	
	SDM yang kurang, baik kuantitas maupun kualitas
	Masih rendahnya tingkat  kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan
	-
	

	
	Masih tingginya jumlah Data penduduk perorangan yang kurang akurat dan valid
	--
	Masih lemahnya koneksitas antar instansi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil
	Masih rendahnya aksesibilitas sebagian penduduk ke tempat pelayanan 
	-
	Belum optimalnya kualitas dan ketersediaan data serta informasi database kependudukan

	
	
	
	Masih sulitnya menelusuri dan menyelesaikan data ganda dan anomali serta data yang tidak akurat
	Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan kepemilikan dokumen kependudukan yang sah dan akurat
	-
	

	
	
	
	SDM yang kurang, baik kuantitas maupun kualitas
	Tingginya mobilitas penduduk
	
	

	Hasil analisis Renstra Disnakertransduk Prov. Jawa Timur
	· Kepemilikan dokumen kependudukan belum maksimal,  untuk KTP-el, akte kelahiran dan akte kematian.
	
	Peralatan cetak dan blanko KTP-el kurang memadai
	· Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan kepemilikan dokumen kependudukan
	· Database kependudukan belum sepenuhnya akurat.

	
	
	
	SDM yang kurang, baik kuantitas maupun kualitas
	
	

	Hasil analisis Renstra Kemdagri
	Persentase kepemilkan dan perekaman KTP-el masih kurang
	SPM Bidang Kependudukan dan pencatatan sipil
	[bookmark: _GoBack]Peralatan cetak kurang memadai
	· Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan kepemilikan dokumen kependudukan
	

Data agregat kependudukan belum sepenuhnya akurat.


	
	Persentase penerbitan akta kematian masih kurang
	
	SDM yang kurang, baik kuantitas maupun kualitas
	· Blanko KTP yang distribusinya sangat kurang dan pengadaannya tersentralisir di Pusat
	




B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
Menelaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, adalah ditujukan untuk :
· Memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan mereka;
· Mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD, yang mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi mereka.
Pernyataan visi Pemerintah Kabupaten Gresik pada RPJMD Tahun 2016-2021 adalah :

TERWUJUDNYA GRESIK YANG AGAMIS, ADIL, SEJAHTERA DAN BERKEHIDUPAN YANG BERKUALITAS

Sedangkan rumusan misi untuk mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Gresik tersebut diatas, disebut Catur Wahana. 
Dari misi-misi itu yang merupakan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  untuk mewujudkannya adalah :
Misi ke-2 :	Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dan pengusaha  melalui tata kelaola kepemerintahan yang baik.
		
Untuk mencapai Visi dan melaksanakan Misi diatas, pernyataan Tujuan yang ditetapkan, yaitu :
“Menghadirkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dengan pelaku usaha”

Dari pernyataan Tujuan ini ditetapkan Sasaran dan Indikator Sasaran. Dan yang merupakan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Sasaran pada Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu Sasaran ke-1 :
“Mewujudkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan administrasi kependudukan yang akurat dan inovatif berbasis tehnologi”
Dan indikator capaian sasaran yang ditetapkan adalah :
“Persentase ketunggalan identitas berbasis e-KTP”.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dibuat Program :  
“Penataan Administrasi Kependudukan”

Untuk mengenali faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendorong yang dapat mempengaruhi pelayanan Dispendukcapil, dalam melaksanakan program Penataan Administrasi Kependudukan dalam rangka mencapai visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta tujuan dan sasaran yang dirumuskan dalam RPJMD Tahun 2016-2021 adalah dengan melakukan identifikasi terhadap permasalahan. Hasil identifikasi, diketahui bahwa faktor pendorong dan penghambat pencapaian pelaksanaan program tersebut adalah :
1. Faktor Pendorong
(1) Struktur organisasi dan tugas fungsi/kewenangan yang jelas;
(2) Ketersediaan anggaran yang cukup untuk urusan kependudukan dan pencatatan sipil;
(3) Adanya sarana dan prasarana yang cukup memadai;
(4) Adanya komitmen pimpinan dan staf untuk meningkatkan kualitas pelayanan.


2. Faktor Penghambat
(1) Masih terbatasnya SDM, baik kuantitas maupun kualitas (IT);
(2) Masih tersentralisasinya pengadaan blanko dan tinta KTP-el di pusat dan distribusinya yang tidak memadai;
(3) Masih kurang optimalnya koordinasi antara dinas dengan instansi lainnya, khususnya dengan Aparat Desa/Kelurahan;
(4) Jarak yang cukup jauh dengan tempat pelayanan, sehingga menyebabkan aksesibitasnya kurang; seperti Penduduk Bawean, Gresik Selatan dan Utara.


C. Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi

Menelaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi adalah ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD Kabupaten terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendorong dan penghambat pada permasalahan yang timbul. 
[bookmark: _Ref264990775]Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik
Berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat 
dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

	NO
	SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA K/L
	PERMASALAHAN
PELAYANAN SKPD KAB.
	SEBAGAI FAKTOR

	
	
	
	PENGHAMBAT
	PENDORONG

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1
	Renstra Kemdagri 2015-2019
	
	
	

	
	1. Meningkatnya  kualitas database kependudukan Nasional sbg dasar penerbitan dokumen kependudukan.
2. Meningkatnya pendayagu-naan database kependuduk-an nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional.

	· Belum maksimalnya cakupan kepemilikan KTP-el, Akta Kelahiran, Akta kematian
· Database kependudukan belum sepenuhnya akurat.
· Belum optimalnya kualitas dan ketersediaan data serta informasi database kependudukan
	INTERNAL :
· Peralatan cetak dan blanko KTP-el yang kurang memadai.
· Jumlah SDM yang kurang, baik kuantitas maupun kualitas


EKSTERNAL :
· Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan kepemilikan dokumen kependudukan;
· Aksesibilitas ke tempat pelayanan yang kurang, bagi sebagian warga (Bawean, Gresik selatan dan
· Penganggaran dana TP, perencanaannya masih Top Down
	· Adanya dukungan dana berupa Dana Tugas Pembantuan dari Pusat
· Adanya kebijakan : pengurusan tidak dipungut biaya





Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik
Berdasarkan Sasaran Renstra Provinsi beserta Faktor Penghambat 
dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

	NO
	SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA K/L
	PERMASALAHAN
PELAYANAN SKPD KAB.
	SEBAGAI FAKTOR

	
	
	
	PENGHAMBAT
	PENDORONG

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	
1
	
Renstra Disnakertransduk Prov.Jawa Timur 2014-2019
	
	
	

	
	Meningkatnya akurasi data kependudukan.

	· Belum maksimalnya cakupan kepemilikan KTP-el, Akta Kelahiran, Akta kematian
· Database kependudukan belum sepenuhnya akurat.
· Masih tingginya jumlah data ganda dan anomali
	INTERNAL :
· Peralatan cetak dan blanko KTP-el yang kurang memadai.
· Jumlah SDM yang kurang, baik kuantitas maupun kualitas


EKSTERNAL :
· Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan kepemilikan dokumen kependudukan;
· Aksesibilitas ke tempat pelayanan yang kurang, bagi sebagian warga (Bawean, Gresik selatan dan

	· Koordinasi dan fasilitasi yang baik



.
















 Berikut komparansi capaian Sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik terhadap Sasaran Renstra Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur dan SPM Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI sampai dengan Tahun 2015, sebagaimana tabel dibawah ini :





D. Penentuan Isu-isu Strategis
Berdasarkan Gambaran pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, hasil telaahan Renstra Kemendagri dan Renstra Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur, juga hasil identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama ini, dapat dirumuskan Isu-Isu Strategis sebagai berikut :
(1) Masih rendahnya Cakupan Kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil beserta tingkat akurasi elemen datanya;
(2) Database kependudukan masih belum sepenuhnya akurat;
(3) Tingkatkan kualitas dan ketersediaan data serta informasi kependudukan bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan;
(4) Adanya Program Pemerintah yang mewajibkan cakupan penerbitan Akte Kelahiran anak usia 0-18 tahun mencapai 85% pada tahun 2019;
(5) Adanya Program Pemerintah yang mencanangkan pemberian Kartu Identitas pada Anak, berupa Kartu Identitas Anak (KIA) mulai Tahun 2016;
(6) Rendahnya aksesibilitas terhadap pelayanan kependudukan, khususnya untuk penduduk di wilayah selatan, utara dan Pulau Bawean;
(7) Masih rendahnya kesadaran sebagian penduduk akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan, sehingga capaian cakupan kepemilikan kartu kependudukan dan akta catatan sipil belum sesuai SPM.
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 Cakupan penerbitan 

Kartu Keluarga (KK)

100 % - 100 %

 Disnakertransduk Prov. Jatim 

tidak menjadikan KK sebagai 

indikator sasaran Renstra

2

 Cakupan penerbitan 

KTP (KTP-el)

66,38 % 90 % 100 % -

3

 Cakupan penerbitan 

kutipan Akta Kelahiran

52,65 % 65 % 90 %

Ini target SPM Kemendagri untuk 

Tahun 2020

4

 Cakupan penerbitan 

kutipan Akta kematian

8,05 % 20 % 70 %

Ini target SPM Kemendagri untuk 

Tahun 2020

                                                .



Tabel 3.4.

KOMPARANSI CAPAIAN SASARAN RENSTRA DISPENDUKCAPIL KABUPATEN GRESIK

TERHADAP SASARAN RENSTRA DISNAKERTRANSDUK PROVINSI JAWA TIMUR

DAN RENSTRA KEMENDAGRI RI TAHUN 2015

NO. INDIKATOR SASARAN KETERANGAN

CAPAIAN 

SASARAN 

RENSTRA 

DISPENDUKC

APIL

SASARAN 

RENSTRA 

DISNAKER 

TRANSDUK

SASARAN 

SPM 

KEMENDAGRI
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				KOMPARANSI CAPAIAN SASARAN RENSTRA DISPENDUKCAPIL KABUPATEN GRESIK

				TERHADAP SASARAN RENSTRA DISNAKERTRANSDUK PROVINSI JAWA TIMUR

				DAN RENSTRA KEMENDAGRI RI TAHUN 2015



				NO.		INDIKATOR SASARAN		CAPAIAN SASARAN RENSTRA DISPENDUKCAPIL		SASARAN RENSTRA DISNAKER TRANSDUK		SASARAN SPM KEMENDAGRI		KETERANGAN





				1		 Cakupan penerbitan Kartu Keluarga (KK)		100 %		-		100 %		 Disnakertransduk Prov. Jatim tidak menjadikan KK sebagai indikator sasaran Renstra

				2		 Cakupan penerbitan KTP (KTP-el)		66,38 %		90 %		100 %		-

				3		 Cakupan penerbitan kutipan Akta Kelahiran		52,65 %		65 %		90 %		Ini target SPM Kemendagri untuk Tahun 2020

				4		 Cakupan penerbitan kutipan Akta kematian		8,05 %		20 %		70 %		Ini target SPM Kemendagri untuk Tahun 2020





								                                                .






















